BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR
4 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

bahwa dalam rangka menyesuaikan Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor 188.32/7443/BPD Tanggal 25
Oktober 2019 Perihal Penjelasan Tekms Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu  melakukan
perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 4 Tahun 2019 tenlung Pengelolaan Keuangan
Desa;

bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati ITulu
Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa masih  terdapat
kekurangan dan belum dapat mengalasi dinamika
yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa
sehingga perlu dilakukan pcnycmpurnaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam hurufl a dan huruf b, perlu
mencetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
tentung Perubahan atas Peraturan Dupati Hulu
Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pengeloaan Keuangan Desa.

Undang Undang Nomor 27 Tahun 1939 (enlang

Penectapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan DPclaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014  Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraruran Peruerintah Nomor 11 Tahun 2019
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negarn Republik Indonesia Nomor 611),

5. Peraluran Daerah Kabupaten Hulu Sunga Utara
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Talhun 2017 Nomor 5);

6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita
Dacrah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019
Nomor 4 ).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal |

Bcherapa ketentuan duolum Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kcuangan Desa (Berita Daernh Knbupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 4) diubah sebagai berikut

1. Kelenluan Pasal 25 diubah, sehingga sclengkapnya Pasal 25 berbunyi
sebagai berikut :

“Pasal 25

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d,
merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan
bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal
desa.

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan keadaan mendesak schagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa
dan lidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan

¢. berada di luar kendali pemerintah Desa.
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(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya langgap darurat akibat
terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan upaya penunggulangan keadaan darurat
karena adanya kerusakan dan/atau  terancamnya penyelesainn
pembangunan sarana dan prasarana akibal kenaikan harga yang
menyebabkan terganggunya pelayanan dnsar masyarakat.

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya
pemenuhan kebutuhan primer dan pelaynnan dasar masyuarakal
miskin yang mengalami kedaruratan.

(6) Tata cara penggunaan anggaran kegiatan sub bidang penanggulangan
bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak melalui cara -

1) Kepala Desa menetapkan status bencana, keadaan darurat dan
keadaan mendesak dengan Keputusan Kepala Desa;

2) Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana  dan
mendesak yang apabila ditunda akan mengakibatkan resiko
kematian dan/atau sakit berat, atas perintah Kepala Desa, Kaur
Keuungan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang
diajukan oleh Kasi / Kaur sesuai bidang tugasnya;

3) Kasi/Kaur kemudian menyusun RAB dan digjukan kepada Kepala
Desa melalui Sekretaris Desa;

4) Sekretaris Desa mclakukan verifikasi terhadap RAD  yang
diusulkan;

5) Kepala Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa menyeiujui RAB
pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan
verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa;

A) Untuk penanganan terhadup penanggulangan bencana kcadaan
darurat, dan mendesak desu yuug lUdak menimbulkan resiko
kematian dan/atau sakit berat, proses pengeluaran anggaran tetap
melaluil tahapan scbagaimana huruf ¢, d, dan &;

7) Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, kcadaan
darurat dan mendesak desa dipertanggungjawabkan melalui rapat
kerja pemerintah desa yang mclibatkan BPD dun dituangkan dalam
berita acara paling lambat 1 (satu) bulan setelah status keadaan
bencang, keadaan darurat dan mendesak sclesai; dan

8) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengeluaran anggaran tak
terduga kepada Bupati melalui Camal paling lama | (satu) bulan
sejak Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud hurul e
ditetapkan.

(7) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayal (1), diklasifikasi
| atas jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek sebagaimana
| tercantum dalam lampiran.”

2. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga selengkapnya Pasal 26 berbunyi
sebagai berikut :

“Pasal 26

(1) Kriteria bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) adalah sebagai berikut :
a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang meliputi :
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3.

1) Gempa bumi;

2) Tsunami;

3) Gunung meletus;

4) Banjir:

5) Kekeringan,

6) Angn topan,

7) ‘Tanah longsor;

8) Kebakaran hulan dan lahan;
9) Angin puling beliung; dan
10) Bencana alam lainnya.

b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atnu serangkaian peristiwa non alam antara lain :
1) Gagal teknologl,
2) Gagal modernisasi;
3) Epidemik dan wabah penyakit; dan
4) Bencana lainnya.

c. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alnu serangkaian peristiwa
yang disebabkan oleh manusia dan/atau karena wabah/ epidemi yang
melipufi :

1) Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat;
2) Teror; dan
3) Beneana luinnya,

Kriteria kegiatan yang dapat dibiayal untuk penanggulangan bencana
alam, bencana non alam, dan bencana sosial adalah merupakan upaya
tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial
berupa kegiatan yung dilulilan denpgan sepera pada saal kejadian
bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi :

a. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;

b. Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan

pengungsi / orang yang terdampak bencana; dan
c. Penvelamatan scrta pemulihan prasarana dan sarana.”

Ketentuan pasal 27 diubah, schingga selengkapnya Pasal 27 berbunyi
sebagai berikut :
“Pasal 27

(1) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (4)
andalah sebagsu berikut ;
a. adanya kerusakan sarana dan prasarana dasar uniuk masyarakat
yang diakibatkan bukan karena bencana; dan

b. adanya ancaman tidak terselesaikannya pembangunan sarana dan
prasarana pelayanan dasar untuk masyarakal yang diakibatkan

harga barang / jasa jauh lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan.

(2) Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat
schagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a. sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, ekonomi
masyarakat, pekerjuan umum dan penataan ruang, perumahan
rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban
umum, perlindungan masyarakat dan sosial; dan

b. pemanfaatan bersifat komunal.
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4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga selengkapnya Pasal 28 berbunyi
sebagai berikut :

“Pasal 28

(1) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (5)
adalah scbagai berilout :

a, aechuah keadaan buruk yang tidak disangka-sangka (crjadi dan
apabila tidak ditangani segera akan mengakibatkan resiko
kelaparan, kematian, resiko cacal berat / permancn dan/atau
resiko putus sekolah; dan

L. bersifat individual.

(2) Kriterin masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana
dimaksud Pasal 25 ayat (5) adalah sebagai berilkut ;
a. keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap dan / atau sumber
mata pencaharian sendiri atau kehilangan mata pencaharian; dan
b. disepakati bersama dalam musyawarah antara Pemerintah Desa
dengan BPD.”

5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingea selengkapnya Pasal 36 berbunyi
sebagai berikut !

“Pasal 35

(1) Penyertaan modal pada BUM Desa dapat berupa uang dan/atau
barang,.

(2) Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (4), diatur dengan memperhatikan Ketentuan
indikator penyertaan modal vang dapat discrtakan dan indikator
analisis kelayakan penyertaan modal.

(3) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), meliputi :

a. modal awal,
b. penvertaan modal; dan
c. asct desa yang dipisahkan.”

(4) Indikator analisis kelayakan penycriaan modal scbagaimana dimaksud
pada ayat (2), meliputi :

a. Modal awal
1. Usulan penyertaan modal termuat dalam RPJM Desa, RKP Desa

dan APD Desa;
2, Maksimal modal awal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) yang dianggarkan melalui APBD Desa; dan
3. Pengurus BUM Desa mengajukan dokumen penyertaan modal
kepada Pemerintah Desa.

b, Penguatan modal
1. Dapat dianggarkan melalui APB Desa setelah melalui analisa /
evaluasi kelayakan usaha yang dilakukan oleh Tim yang
dibentuk olch Dinas Pemberdaynan Masyarakat dan Desa;
2. Aspek-aspek yang dievaluasi untuk menilai kelayakan usaha :
a) Usaha BUM Decsa dari pengelolaan SDA dan/atau industn
kerajinan rumah tangga sebagian masyarakat menunjukkan




C.

o

perkembangan yang baik yang dilihat dari grafik peningkatan
produksi dan pemasaran;

b) Laporan keuangan penggunaan penyertaan modal awal
scbelumnya tidak mengalami defisit;

¢) Gaji/honor yang diterima oleh pengurus BUM Desa
merupakan sisa hasil keuntungan usaha yang sudah
dipisahkan dari modal usaha;

d) Menyampaikan proyeksi Break KEven Point (BED) oleh
pelaksana operasional BUM Desa dengan perhitungan yang
jclas;

e) Menyampaikan proyeksi pembagian hasil usaha/keuntungun
pada tahun selanjutnya setelah usaha BUM Desa mengalami
BEP dengan perhitungan yang jelas; dan

) Kerjasama antara pengurus BUM Desa (Penasehat, Pelaksana
Operasional, dan Pengawas) dengan pihak Pemerintah Desa
harus saling mendukung dan terjalin dengan baik.

Asel desa yang dipisahkan
Dapat dilakukan sectelah mendapat persctujuan dan forum
musyawarah desa yang dibuktikan dengan herita acara.

6. Ketentuan Pasal 48 ayat (3) diubah, sehingga selengkapnya Pasal 48
berbunyi sebugul berikut :

“Pasal 48

(1) Pemerintuli Desa dapat melakukan pcerubahan APE Desa apnhiln
terjadi ;

(2)

(3)

L

b.

2.

penambahan dan/atau pengurangan dulam pendapatan desa pada
tahun anggaran berjalan;

sisa penghematan belanja dan siza lebih perhilungun pembiayaan
tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
kendnan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
bidang, antar sub bidang, antar keglatan, dan antar jenis belanja;
dan

keadaan yang menyehabkan SIiLPA tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berjulan.

Perubnhan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun anggaran, kecuali dalam kcadaan luar biasa.

Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
antara lain ;

a.

merupakan keadaan yang menyebabkan esumasi penerimaan
dan/atau pengeluaran dalam APB Desa mengalami kenaikan atau
penurunan lebih besar dari 50 %;

presentase 50 % sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
selisih (gap) kenaikan alau penurunan antara pendapatan dan
belanja dalam APB Desa;

terjadi peristiwa khusus, seperti bencana, krisis politik, krisis
ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangang; dan
terjadi perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan/alau
Pemerintah Daerah.

(4) Perubahan APBD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa

dan tctap mempedomani RKP Desa.
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7. Ketentuan Lampiran A.1 diubah dengan lampiran yang baru
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.”

Pasal Il

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diunduangkan.

Agar seliup vrang mengetahui, memerintahkan pengundongan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu

Sungai Ulara.
Dilelapkan di Amuntai
pada tanggal 30 April 2020
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
ABDUL|W. HEK
Diundangkan di Amuntai

pada ltanggal 30 April 2020

HULU SUNAI UTARA,

SEKRETARIS I:‘Q%RAH KABUPATEN
T

MUHAM TAUPFIK

BERITA DAERALL KABUPATEN HULU SUNGATI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 17
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2020

TANGGATL 30 APRIL 2020

DAFTAR KODE REKENING
BIDANG, S8UB BIDANG DAN KEGIATAN
(LAMPIRAN A.1)

REKENING BIDANG, SUB BIDANG dan KEGIATAN

1 RINAN(: PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub
bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung
tersclenggaranya  [ungsi pemerintahan Desa  yung
mencakup: " .
1 1 Sub Bldang Penyelengguaan Belanja Penghasilan
Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
(maksimal 30 % untuk kegiatan 01, 02, 05 dan 06) |
1 1 01 Bcnycdium1 Penghasilan Tetap dan Tunjungan Kepala
csa
1| 1 02 | Penyediaan  Penghasilan Tetap dan Tunmjangan
Perangkal Desa

1 I 03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan
. Perangkat Desa _ L
1 1 04 | Penyedinan Operasional Pemerintah Desa (ATK,

Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan
perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dl)

1 1 05 | Penyediaan Tunjangan BPD

) | 1 06 | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,
makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian
) Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)

| 1 1 07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

1 1 | 9099 Lain-lain Sub Bidang Penyclenggaraan Belunja
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desua

2 Sub Nidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

1 2 01 | Penyediaan sarana (asct tetap)
3
2

- perkantoran/pemerintahan o
02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
03 | Pembangunan/Rechabilitasi/Peningkalan

Gedung/Prasarana Kantor Desa -

1 2 | 90-99| lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana

pemerintahan Desa

1 3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan
| Sipil, Statistik dan Kearsipan
1 3 01 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan

(Sural Pengantar/Pclayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu
Keluarga, dll) o
1 3 02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran  Profil Desa
(profil kependudukan dan potensi desa)

1 3 03 géﬁéelblam administrasi dan kearsipan pemerintahan
csa ,

1 3 04 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 3 05 | Pcmectaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara
Partisipatif

1 | 3 | 90-99[ lain-lain__kegiatan _ sub  bidang __administrasi
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REKENING BIDANG, SUB BIDANG dan KEGIATAN

a b c .
kependudukan, pencatatan  sipil, statistik dan
kearsipan )

I | 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerinlahan, Perencanaan,

— : Keuangan dan Pelaporan

1 B 01 | Penyelenggaraan Musyawara.h Perencanaan
Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,
Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dil., bersifnt

== reguler)

1 B 02 | Penyclenggaraan Musyawarah Desa lainnya (muedus,
rembug warga, dll.,, yung bersifat non-reguler scsuAai
kebutuhan desa) -

1 4 03 [ Penyusunan  Dokumen Perencanaan Decsa
(RPJMDes/RKPDes,dll)

1 Bl 04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/
APBDes  DPerubahan/ LPJ  APBDes, dan  seluruh
dokumen terkait)

1 - 05 f[’)cngclolaan/Admmmtmsn/Inventarlsam/ Penilaian Asct

esa

1 4 06 | Penyusunan Kebijakan Desa (Pcrdeq/Perkades, dil -
diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangah)

1 4 07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan
Pemerininhan Desa (laporan akhir tahun anggaran,
laporan akhir masa jabatan, laporan kelerangan akhir

- tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)

1 4 | 08 | Pengembangan Sistem Informasi Desn

1 4 09 | Koordinasi/Kerjasamn Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pembangunan Desa
(Antar Desa/Kecamatan /Kabuparen, Pihak Ketiga, dll)

| 4 10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosiahsasi Pilkades,
Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan
Pemilihan BPD (yang menjadi kewenangan desa)

1 4 11 Penyclcnggaraan Lomba antar kewilayahan dan

) pengiriman kontingen dalam mengkuli Lomba Desa

1 4 12 | Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk
desa persiapan

| 4 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan,
perencanaan, keuangan dan pelaporan B

1 ) Sub Bidang Pertanahan .

I | 5 | 01 | Sertifikasi Tanah Kas Dcsa

1 5 02 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan
Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)

1 5 03 | Fasilitasi Sertitikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin _|

. 5 04 | Mediasi Konflik Pertanahan

1 5 05 | Penyuluhan Pertanahan

11 5 06 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1 S 07 | Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok
Tanah Desa

1 5 | 90-99| lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan

4 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub
bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan,
kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain.
Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara
fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non
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~ REKENING BIDANG, SUB BIDANG dan KEGIATAN
a b [

fisik seperti pengembangan dan pembinaan,

2 1 Sub Bidang Pendidikan

2 1 01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah
Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar,
Pakaian Seragam, Operasional, dst)

2 1 02 gu%mngan Penyelenggaraan FAUD (APE, Sarana PAUD,
st

1 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggur Belajor
| Milik Desa PGy, I

2 1 05 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non- Formal Milik
Desa

06 | Pembangunan/Rchabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/
TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa

2 X 07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana
Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar
Belagar Milik Desa

2 1 08 | Pengelolann  Perpustnkanan  Mihik Desa (Pengadaan
Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk
Perpustakaan /Taman Bacaan Desa)

BN

b2
p—

21 3 00 | Pengembangan dan Pembinaan Songgar Seni dan
Belajar
2 1 10| Pukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2 1 20-99 | lain-lamn keginton sub bidang pendidilkarn
2 2 Sub Bidang Kesehatan ,
2 2 01 Penyelenggaraan Pos Keschatan Desa (PKD)/Pohndes

Milik Desa (Obal obatan; Tambahan Insentif Bidan
Desa/Perawat Desa; Penycdiaan Pelayanan KB dan Alal
Kontrasepsi bogi Keluarga Miskin, dsi)

2 2 02 | Penyelenggarann Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas
Ibun Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

2 03 Penyuluhan dan Pelatlhan Bidang Keschatan (untulk
Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2 2 | 04 | Penyclenggaraan Desa Siaga Kesehalan
[ 2 2 05 | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) fingkat desa
22 2 | 06 | Pengasuhan Bersama atan Bina Keluarga Balila (BKE)
T2 | 2 | 07 | Pembinaan dan Dengawasan Upaya Keschatan
Tradisional B
2 2 08 | Pemchharaan Sarana/Prasarana
| Posyandu/Polindes/PKD
2 2 09 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan
Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
i 2 90 | Kegiatan Pelayanan Gizi dan Pencegahan Anak Kerdil
(stunting)
"2 [ 2 | 91-99] lain-lain kegiatan sub bidung keschatan
2 3 Sub Bidang ckerjaan Umum dan Penataan Ruang |
2 3 01 | Pemeliharaan Jalan Desa
2 3 02 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2 3 03 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2 3 | 04 | Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2 3 05 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong—gorong,

Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan |
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a b c o
lain) | .
3 3 06 | Pemeliharaan  Gedung/Prasarana Balai  Desa/Balm
Kemasyarakatan ) - ,
2 3 07 | Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah
I Milik Desa/Petilasan Milik o
2 3 08 | Pemeliharaan Embung Milik Desa _
2 ] 09 | Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batns Desa ]
2 3 10 | Pembanpgunan/Rehabilitasi/ Peninpkatan /Pengerasan
7 Jalan Desa
2 3 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan
Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
B 3 17 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan
Jalan Usaha Tani N . —
2 3 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkaton /Pengerasan
Jembatan Milik De¢sa , R
2 3 14 | Pembangunan/Rchabilitasi/Peningkatan Prasarana
Jalan Desa (Gorong-gorong, Sclokan, Rox/Slab Culvert,
o _ Drainase, Prasarana Jalan lain) B o
2 3 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkalan Bala
) Decsa/Balai Kemasyarakatan -
2 3 16 | Pembangunan/Rehabililasi/Peningkatan  Pemakaman
_ Milik Desa/Situs Berscjarah Milik Desa/Petilasan
2 3 17 | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilay dan Sosial
1Yesn
2 ) 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
3 19 | Pembangunan/Rchabilitasi/Peningkatan Embung Desa
2 3 20 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
| Monumen/Gapura/Batas Desa
2 3 90 | Kegiatan Revitalisasi Sungai -
2 3 | 91-99| lain-lain kegiatan sub bidang pekerjann umum  dan
penataan ruang
2 4 | Sub Bidang Kawasan Permukiman o
) 4 01 Dukungan pelaksanaun program Pembangunan/Rehab
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan,
validasi, dll)
2 4 02 emelnaraan Sumur Resapan Milik Desa ]
2 4 03 | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata
Air/Tandon Pcnampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2 4 04 | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
| (pipanisasi, dll) B ,
2 B 05 | Pemecliharaan Sanilusi Permukiman  (Gorong-gorong,
Selokan, Parit, dil., diluar prasarana jalan)
e B 06 | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2 4 07 | Pemecliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah
Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2 4 08 | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah
(Drainase, Air limbah Rumah Tangga) B
2 4 09 | Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2 4 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur
Resapan -
2 4 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air
Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air
| Hujan/Sumur Bor, dll) -
2 1 12 | Pembangunan/Rehabililasi/Peningkatan  Sambungan
' ‘ Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2 - 13 | Pembhangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi
Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Part, dll., diluar
prasarana jalan)
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2 4 14 | Pcmbangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas
Jamban Umum/MCK umum, dll ‘
2 4 15 | Pembangunan/Rchabilitasi/Peningkatan Fasilitas
Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
(Penampungan, Bank Sampah, dll) ,
2 4 16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem
Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah
Tanggn
2 4 17 | Pemgeul nan/Rehabilitasi/Peningkatan
| Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2 7 [ 90-99| lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyal dan
- kawasan pemukiman "
2 3 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup N
2 ) 01 | Pengclolaan Hutan Milik Desa
2 5 02 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2 5 03 | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang
| Lingkungan Hidup dan Kehutanan N
2 5 [ 90-99| lain-lain  kepglatan  sub  bidang Kchutanan dan
Lingkungan Hidup , ]
2 6 Sub Bidﬂgﬂgﬂ%@#._{}?munikﬂﬁ , dan Informatika
2 6 01 | Pembuatan Rambu-rambu di.Jalan Desa
2 6 02 | Penyclenggaraan Informasi Publik Desa (Misal
Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ
APRDes untuk Warga, dll)
2 6 03 | Pengelolaan  dan  Pembuatan  Jaringan/Instalasi
Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2 | 6 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa |
2 6 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan
Suranu dun Prasarana Transportas: Lesa _
2 6 | 90-99| lain-lain  kegiatan suh bidang  Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika
2 7 | Sub Ridang Energi dan Sumber Daya Mineral
2 i 01 | Pemeliharaan carane dan Prasnrnnn Energi Allernatif
, tingkat Desa. - =
2 T 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan
Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
7. 7 | 90 99| lain-lain kegiatan sub bidang Energ) dan Sumhber Daya
- Mineral B
2 8 Sub Bidang Pariwisata
2 8 01 Puamcliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
esa
2 | 8 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan |
— = Prasarana Pariwisata Milik ]
2 8 03 | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2 8 | 90-99| lain-lain kegialan sub bidang pariwisata
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang
dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan
kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa
yang mendukung proses pembangunan desa yang
: mencakup: o
3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Pelindungan Masyarakat
3 1 01 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
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(pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal
| ronda/patrolidltty
3 1 02 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga
Keamanan/Ketertihan oleh Pemerintah Desa (Satlinmas
desa)
3 1 03 | Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Kelerliban, dan
Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi
pemerintah dacrah, dll) Skala Lokal Desa

3 1 04 | Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal
'3 1 05 f[’):r?;ediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal |
3 1 06 %gflauan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat |
3 1 07 P;E&itiﬁan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Mm

di Bidang Hukum dan Pelindungun Masyarakat
3 i | 90-99| lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban
Umum, dan Pelindungan Masyarakat

2 = “Rub RBidang Kebudayaan dan Keagamaan ’
3 2 01 | Pembinaan Group Kesenian cbudayaan Tingkat
Desa

3 2 02 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan
sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan
Kabupaten -

3 - 03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan,
duan Keagamaan (perayaan hari kemerdckaan, har
besar keagamaan, dll) tingkat Desa

3| 2 04 | Pemecliharaan Sarana dan  Prasarana
Kebudayaan / Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa

3 2 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan  Sarana  dan
Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik
Desa _ _

3 2 | 90 99| lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan
Keagamaan | -

3 A | Sub Bid.:ing Kepemudaan dan Qlah Ragn

3 3 01 | Penglriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga
sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan
Kabupaten/Kota
3 2 02 | Penyelenggaraan pelatihan kepemiidaan (Kepemudaan,
Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3 3 03 | Penyelenggaraan [Festival/Lomba  Kepemudaan dan
o Olahraga tingkat Desa :
3 3 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan
| Olah Raga Milik Desa
3 3 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan
3
3

o Prasurana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa

3 06 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub

_| Olah raga I —

3 | 90-99| lain-lain kegialan sub bidang Kepemudaan dan Olah
Raga

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
01 | Pembinaan Lembaga Adat
! Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

03 | Pembinaan PKK

04 | Pelauban Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

I S B
o
b
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3 4 | 90-99] lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat |

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
Bidung Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-
bidang dan kegiatan  ynng dinrahkan  untuk
meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakal
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang
_ mencakup: )

1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

1 01 1lf;e:nmlih::ar:a:am Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik |
csa

02 | Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Keeil Milik |
Desa
1 03 | Pembangunan/Rchabilitasi/Peningkalan
‘ Karamba/Kolam Perikanan Daral Milik Desa

1 04 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan
Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

i -h‘-b-b-h
[

4 1 05 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) _
4 1 06 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepal Guna
| untuk Perikanan Darat/Nelayan )
4 1 | 90-99] lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan
4 2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan -
4 2 01 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi
dan pengolahan perlanian, penggilingan Padi/jagung,
dll)
4 2 U2 | Peningkatan Produksi Peternakan (Alal Produksi dan
| pengolahan peternakan, kandang, dll) _
4 2 03 | Pengualan Keluhanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung
Desa, dll) o
- 2 04| Pemeliharan Saluran Irigasi Tersicr/Sederhana
4 2 05 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat (Guna
untuk Pertanian/Peternakan
4 2 06 | Pembanpunan/Rechabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi
Tersicr / Sederhana :
4 2 [ 90-99] [ain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Pelernakan |
4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4 3 01 | Peningkatan kapasitas kcpala Desa
4 ] 02 | Peningknlun kupasitas perangkat Desa
4 3 03 | Peningkatan kapasitas BPD
< 3 90 | Peningkatan Kapasiias Masyarakat lainnia
- 3 | 91-99( [ain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas
Aparatur Dcsa
4 | 4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga :
4 4 01 | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
B 4 02 | Pclatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak _
11 4 03 | Pelatihan dan Penguatan Penyandang  Difabel
(penyandang disabilitas)
4 4 90 | Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita
4 4 01 | Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja
4 4 92 | Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia
E q 93 | Pembinaan UPPKS _
- g 94 | Pembinaan PIK Remaja / KRR
4 1 95 | Pembinaan Kampung KB
4 4 [ 96 | Fasilitasi Kegiatan Forum Anak Dcsa -
4 4 | 97-99( lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak
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Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM)

01

DPclatihan Manajemen DPengelolaan  Koperasi/ KUD/
UMKM

02

Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil |
dan Menengah scrta Koperasi

03

Pengadaan Teknologi Tepat Guna untulk Pengembangan
IEkonomi Pedesaan Non- Pertanian

90-99

[ain-Tain kegiatan sub bidang Koperasi, Usanha Kecil dan
Menengah -

|

01

02

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan
Awal BUM Desa)

Pelatihan  Pengelolaan BUM  Desa  (Pelatihan  yong
dilaksanakan oleh Desa)

90-99

lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal

NN NN Y RN N

7 | 03

01
02

Sub Bldang Perdagangan dan Perindustrian
Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa

Pembangunan /Rehablllitasi/Peningkatan Pasar
Dcga/Kiog milik Deaa

Pengembangan Induatri keeil level Desa

04

00-99

Pembentukan /Fasilitasi/Pelatihan/ Pcndampingan
kelompok usaha ekonomi produktf (pengrajin,
pedagang, industri rumah tangga, dil)

lain-lain  kegintan sub  bidang Per dagmlgan dan
Perindustrian

BIDANG PENANGGUIANGAN BENCANA, KEADAAN
DARLUIRAT DAN MENIKSAK

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darural dan
Mcndcsak Desa  digunakan untuk kegiatan
penanggulangan  bencann,  keadann  darrat  dan
mendesak:

wn

|

|

WK K —{—

00

00

Sub Bidang Penanggulangan Bencana
Penanggulangan Bencana

| Sub Bidang Keadaan Darurat

Ke.tdu.n Darurat
Sub Bidang Keadaan Mendesalk.

00

Keandaan Mendesak

BUPATI H SUNGAI UTARA,

ABDU D HK




